BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis di atas, maka dapat ditarik

kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan dalam penulisan hukum

ini yakni bahwa:

1.

Hak seorang tersangka untuk segera mendapat pemeriksaan
penyidikan (Pasal 50). Hak ini sudah diimplementasikan dengan
cukup baik di daerah Yogyakarta. Akan tetapi hak ini belum
diimplementasikan dengan baik di daerah lain, misalnya di daerah
Bali. Contohnya pada kasus mantan Bupati Buleleng yang ditahan
dalam kasus dugaan penyalahgunaan biaya upah pungut PBB di
kabupaten Buleleng. Tersangka melakukan gugatan praperadilan
karena setelah ditahan, tersangka tidak pernah diperiksa oleh
penyidik.

Hak untuk diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang mudah
dimengerti tentang perbuatan yang disangkakan kepadanya sejak
pemeriksaan dimulai, guna persiapan pembelaan ( Pasal 51). Hak
ini sudah diimplementasikan dengan cukup baik di daerah

Yogyakarta. Akan tetapi hak ini belum diimplementasikan dengan
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baik di daerah lain, misalnya di daerah Bali. Contohnya pada kasus
mantan Bupati Buleleng yang ditahan dalam kasus dugaan
penyalahgunaan biaya upah pungut PBB di kabupaten Buleleng.
Tersangka melakukan gugatan praperadilan tehadap penyidik
karena tidak ada kejelasan tentang perbuatan apa yang disangkakan
penyidik kepada tersangka.

. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik
atau hakim ( Pasal 52). Hak ini sudah diimplementasikan dengan
cukup baik di daerah Yogyakarta. Akan tetapi berdasarkan data
komnas HAM, sepanjang Tahun 2010 sedikitnya terdapat 30 kasus
penyiksaan dalam penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian.

. Hak wuntuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat
pemeriksaan guna kepentingan pembelaan (pasal 54). Hak ini
sudah diimplementasikan dengan cukup baik di daerah
Yogyakarta. Akan tetapi hak ini belum diimplementasikan dengan
baik di daerah lain, misalnya di daerahProvinsi Kepulauan Riau.
Contohnya pada kasus karimun Provinsi Kepulauan Riau,
tersangka melakukan gugatan praperadilan karena penyidik telah
mengabaikan hak tersangka untuk didampingi oleh penasehat

hukum.
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B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dengan segala
kerendahan hati memberikan saran sebagai berikut:

1. Penyidik harus segera melakukan pemeriksaan penyidikan kepada
tersangka, khususnya tersangka yang ditahan. Jika sudah melewati
batas waktu penahanan dan tersangka tidak segera diperiksa maka
konsekuensinya tersangka tersebut harus segera dibebaskan.

2. Pnyidik harus memberitahukan kepada tersangka dengan jelas dan
dalam bahasa yang mudah dimengerti tentang perbuatan apa yang
disangkakan kepadanya, sehingga tersangka bisa menyiapkan
pembelaan terhadap dirinya.

3. Penyidik dalam mencari keterangan dari tersangka,tidak boleh
melakukan tindakan kekerasan,baik fisik maupun psikis.

4. Penyidik harus memenuhi hak tersangka untuk mendapat bantuan

hukum pada setiap tingkat pemeriksaan.
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